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KATA PENGANTAR  

 

 

Buku yang berjudul “Redistribusi Tanah di Indonesia”, yang ditulis 

oleh Saudara Diyan Isnaeni, SH.,MH., dan Dr. H.M. Suratman, SH.,MHum., 

keduanya adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 

(Unisma), merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh DPRM Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti.  

Selaku pimpinan fakultas, saya bangga serta gembira karena secara tidak 

langsung yang bersangkutan telah membawa dan mengangkat nama lembaga 

“Fakultas Hukum Unisma” dalam kancah nasional dalam penulisan buku ajar. 

Buku Redistribusi Tanah ini, merupakan salah satu buku yang menurut hemat 

saya memenuhi persyaratan sebagai buku ajar dalam bidang hukum pertanahan.  

Saya menyambut baik atas kreativitas dosen untuk menyusun buku ajar 

di bidang Hukum Pertanahan, karena pada saat ini bidang pertanahan menjadi 

perhatian pemerintah/negara terkait dengan kebutuhan akan tanah untuk 

kepentingan pembangunan. Buku ini akan sangat banyak membantu untuk 

memahami bagaimana implementasi redistribusi tanah. 

Kehadiran buku ini memiliki kontribusi yang sangat tinggi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, karena akan dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan di bidang pertanahan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. 

Saya mengenal para penulis sebagai dosen yang tekun dan kreatif yang 

dapat memacu rekan sejawat dan lingkungannya untuk lebih maju. Saya sangat 

menghargai adanya upaya yang sungguh-sungguh dari para penulis, sehingga 

dapat mewujudkan penerbitan buku ini. 

Saya menganjurkan agar buku ini kiranya dapat dibaca oleh kalangan 

luas, tidak hanya para mahasiswa melainkan juga penting bagi para praktisi 

hukum, LSM, maupun khalayak umum.  

Saya berharap agar kiranya tradisi menulis dan menyebarluaskan 

pemikiran dalam bentuk buku dan penerbitan lain, diikuti oleh para akademisi 

lainnya demi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. 
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PRAKATA 

 

  Pada kesempatan yang baik ini, ijinkanlah penulis memanjatkan puji 

syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini.  

  Buku yang berjudul “REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA” ini, 

didalamnya membahas tentang hak menguasai negara atas tanah, landreform dan 

agrarian reform, redistribusi tanah, pemberian hak atas tanah negara, sertifikat 

tanah sebagai tanda bukti hak, serta pendaftaran tanah. 

  Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas 

dari kekurangan, dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis akan 

dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran konstruktif dari handai taulan 

semuanya. 

Kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan bantuannya 

dalam penyusunan buku ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tinginya, terutama kepada Direktur DRPM Ditjen Dikti 

Kemenristekdikti atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada 

tim peneliti untuk melakukan penelitian melalui Skim Penelitian Terapan dengan 

luaran berupa buku ajar/teks ini; dan kepada Rektor Universitas Islam Malang 

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si., yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan 

kepada penulis untuk mengabdi di Unisma; serta kepada Dekan Fakultas Hukum 

Unisma, Dr. H. Mariyadi,  SH., MH, yang telah memberikan masukan yang 

sangat bermanfaat, dan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum 

Unisma Malang. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang 

telah berkenan memberikan bantuan baik materiil maupun spirituil selama 

penyusunan buku ajar/teks ini. 

  Semoga segala apa yang telah diberikan kepada penulis senantiasa 

mendapat balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT, amien. 

 

Malang, 01 Oktober 2017. 

Tim Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Hak Menguasai Negara 

Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum  modern. 

Secara konsitusional sebagai negara hukum modern dapat diketahui dalam 

rumusan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. 

Secara normatif tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial ( Pasal 33 UUD 1945). 

Pasal 33 UUD 1945 sebagai ketentuan dasar  “Hak Menguasai oleh 

Negara” mengatur mengenai dasar sistem perekonomian dan kegiatan 

perekonomian yang dikehendaki dalam negara Indonesia, tetapi Pasal 33 bukan 

sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kesejahteraan dan 

keadilan sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka upaya memahami Pasal 33 

UUD 1945 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat. Atas dasar itu, tujuan hak menguasai oleh negara atas 

sumber daya alam khususnya tanah ialah keadilan sosial dan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.1 

Istilah dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak diuraikan 

secara jelas, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan arti, 

maksud dan tujuannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka 

terlebih dahulu dilakukan penafsiran  oleh penafsir UUD 1945 (dalam penjelasan 

pasal-pasalnya sebelum di amandemen). Setelah UUD 1945 di amanedemen, 

penafsirnya ialah oleh Mahkamah Konstitusi. Pengertian dikuasai oleh negara 

mempunyai persamaan arti dengan negara menguasai atau penguasaan negara. 

Pengertian kata “menguasai” ialah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan pengartian 

kata “penguasaan” berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau 

mengusahakan”.2 

Dalam hal penguasaan negara dalam hukum agraria atas bumi atau  tanah, 

                                                
1 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan,  Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 21. 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & 

Balai Pustaka, 1995, hlm. 533. 
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mengandung pengertian negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan 

mengusahakan segenap sumber daya agraria yang terdapat dalam wilayah hukum 

negara Indonesia. Pengertian demikian, sejalan dengan maksud istilah dikuasai 

oleh negara yang ditujukan kepada obyek-obyek penguasaan yang diatur dalam 

Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, sedangkan pengertian hak menurut 

Apeldoorn,3 adalah suatu kekuasaan (macht) yang teratur oleh hukum yang 

berdasarkan kesusilaan (moral). Tetapi kekuasaan semata-mata bukanlah hak. 

Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum saja yang dijadikan dasar bagi 

adanya hak untuk mengatur oleh negara. 

Dalam kepustakaan ilmu negara asal-usul kekuasaan negara selalu 

dikaitkankan dengan teori kedaulatan (sovereignty atau souvereniteit), dengan 

soal siapa yang berdaulat dan siapa pemegang kekuasaan dalam suatu negara.4 

Pembahasan ini tidak mempersoalkan siapa yang memegang kekuasaan dalam 

negara, sehingga kurang tepat mengemukakan teori-teori kedaulatan sebagai 

sumber kekuasaan negara. Menurut van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh 

Notonagoro, negara sebagai organisasi tertinggi dari suatu bangsa diberi 

kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya 

memiliki bidang kuasa untuk membuat peraturan hukum.5 

Menurut J.J. Rousseau, bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau 

organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (contract social) 

yang intinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi 

kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.6 Dalam 

perjanjian masyarakat, bahwa yang dilepas oleh setiap individu dan diserahkan 

kepada kelompoknya (masyarakat) ialah sebagian kekuasaan, bukan 

kedaulatannya. Namun kekuasaan negara itu bukanlah kekuasaan mutlak 

(postestas legibus omnibus soluta), sebab ada beberapa ketentuan hukum yang 

mengikat dirinya seperti Hukum Alam dan Hukum Tuhan (leges nature et 

                                                
3 Van Apeldoorn, L.J, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, (terjemahan  

Oetarid Sadino), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 22. 
4 Dalam Ilmu Negara dikenal beberapa teori yang memberi dasar hukum bagi kekuasaan 

negara atau teori penghalalan kekuasaan negara yaitu: Teori Teokrasi, Teori Kekuatan dan Teori 
Yuridis. Teori yang disebut terakhir melahirkan tiga teori baru berdasarkan lahirnya kekuasaan 
negara yaitu: Teori Patrimonial, Teori Patriachal, dan Teori Perjanjian yang dikemukakan oleh 
Thomas Hobbes, John Locke dan JJ. Roussseau. 

5 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Jakarta : Bina 
Aksara, 1984, hlm. 99 

6 J.J. von Schmid, Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, (terjemahan R. 
Wiratno, D.Dt.Singomangkuto dan Djamadi),  Jakarta : PT. Pembangunan, 1958, hlm.176. 
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devinae) serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan leges 

imperii, pengartian leges imperii menurut Yudha B. Ardhiwisastra7 ialah undang-

undang dasar negara yang berisi ketentuan-ketentuan kepada siapa kekuasaan itu 

diserahkan dan batas-batas pelaksanaannya. 

Selaras dengan kedua teori atau konsep di atas, secara teoritik kekuasaan 

negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenali sebagai hak 

bangsa. Negara di sini, dipandang sebagai territoriale publieke 

rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen,8 yang memiliki karakter sebagai 

suatu lembaga masyarakat hukum, sehingga kepadanya diberikan bidang kuasa 

atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) 

pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam (natural resources) yang ada 

dalam wilayahnya secara inten. 

Teori lain mengenai kekuasaan, negara dapat juga menguasai orang 

(individuals) di samping sumber daya alam atau kekayaan (things). Kedua obyek 

kekuasaan negara tersebut, oleh Montesquieu dibedakan dengan memisahkan 

secara tegas antara konsep imperium versus dominium.9 Imperium merupakan 

konsep mengenai the rule over all individuals by the prince, sedangkan dominium 

merupakan konsep mengenai the rule over things by the individuals.10 Konsep ini 

merupakan cikal bakal pembedaan kekuasaan politik dan ekonomi atau 

pembedaan kedaulatan politik dan ekonomi. Malahan telah dilembagakan dalam 

ilmu hukum melalui pembedaan antara ranah hukum publik (political law) dan 

hukum privat (civil law) dengan obyek yang terpisah satu sama lain.11 Meskipun 

terlepas dari konsep Montesquieu, baik mengenai orang atau individu maupun 

benda atau things, secara teoritis dapat menjadi obyek kekuasaan secara 

bersamaan. Mengenai pendapat Montesquieu, Roscoe Pound12 mengatakan bahwa 

kekayaan (things) yang dimaksudkan oleh Montesquieu dimaknai sebagai benda-

benda (obyek kekayaan). Benda-benda yang dimaksud Roscoe Pound itu 

                                                
7 Yudha B. Ardhiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, 

Bandung :Alumni, 1999, hlm. 30 
8 Ronald Z. Titahelu, “Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah 

Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, Disertasi,Surabaya : PPS-UNAIR,1993, hlm.141 
9 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya 

di Indonesia, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm.12 
10 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 8 
11 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm.12 
12 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law, Yale University Press, New 

Haven, 1966, hlm.110. 




















